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Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal III ayat (1)mensyaratkan

Indonesia yang tidak memberikan pembebasan dari bea-bea pos terhadap

kirirnan bagi tuna netra dalarn layanan dalam negeri untuk memungut bea
pernrangkoan dan bea-bea untuk layanan khusus yang tidak dapat melebihi
dalam layanan dalam negerinya dan berdasarkan Pasal VII ayat (13)

mensyaratkan Indonesia tidak rnenerima kiriman tercatat atau kiriman

dengan harga tanggungan berisi uang logam, uang kertas bank, cek, prangko,
mata uang asing, atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat

dibayarkan kepada pengunjuk untuk diserahkan di Indonesia dan menerima
tanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya kirirnan demikian.
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The Government of the Republic of Indonesia, by virtue ofArticle III paragraph

(1), reserves Indonesia which do not concede exemption from postal charges to
items for the blind in their internal service, may collect the postage and

charges for 'special services which may not, however, exceed those. in their

internal service and by virtue ofArticle vn paragraph (13) reserves Indonesia

which do not accept registered or insured items containing coins, bank notes,

cheques, postage stamps, foreign currency, or any kind of securities
payable to bearer for delivery in Indonesia, and shall accept no liability in

\

cases of loss of or damage to such items.
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